PRAKTIK GADAI MOTOR BERSTATUS SEWA BELI MENURUT TINJAUAN 

FIQIH MUAMALAH 

(Studi Kasus Di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo) by NISAK, IKHE CHOIRUN & H., Aminuddin Ihsan, M.A
PRAKTIK GADAI MOTOR BERSTATUS SEWA BELI MENURUT TINJAUAN 
FIQIH MUAMALAH 
(Studi Kasus Di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten 
Sukoharjo) 
SKRIPSI 
Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syariah 
 
 Oleh: 
IKHE CHOIRUN NISAK  
NIM. 152111005 
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 
FAKULTAS SYARIAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
2019 
 
ii 
 
 
iii 
 
 
 
 
 
iv 
 
 
 
v 
 
PENGESAHAN 
PRAKTIK GADAI MOTOR BERSTATUS SEWA BELI ( Studi Kasus Di Dusun 
Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo) 
Di Susun Oleh : 
IKHE CHOIRUN NISAK  
NIM. 152111005 
Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah pada 
Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dibidang Ekonomi Syariah (Muamalah) 
 
 
Penguji I:                                           Penguji II:                                               Penguji III: 
 
 
 
Masjupri, S.Ag.,M.Hum         Anwarudin, M.H.I                Lutfi Rahmatullah, S.TH.,  
NIP: 19701210199903         NIP:     M.Hum 
1002         NIP:  
 
 
Dekan Fakultas Syariah 
 
 
Dr. M Usman, S.Ag. M,Ag. 
NIP ; 19681227 199803 1 003 
 
 
vi 
 
 
( MOTTO )  
 
 َػي ْذِإ ِراَغْلا فِ َاُهُ ْذِإ ِْيَْػنْػثا َنَِاث اكُرَفَك َنيِذَّلا ُوَجَرْخَأ ْذِإ ُوَّللا َُهرَصَن ْدَقَػف ُهكُرُصْنَػت لاِإ اَنَعَم َوَّللا َّفِإ ْفَزَْتَ لا ِوِبِحاَصِل ُؿوُق
 ُوَّللا َؿَزْػَنَأف ِوَّللا ُةَمِلََكك ىَلْفُّسلا اكُرَفَك َنيِذَّلا َةَمِلَك َلَعَجَك اَىْكَرَػت َْلَ ٍدوُنُِبِ ُهَدََّيأَك ِوْيَلَع ُوَتَنيِكَس ٌزِيزَع ُوَّللاَك اَيْلُعْلا َيِى
 ٌميِكَح 
"Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah 
menurunkan ketenangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang 
kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. 
Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
(Q.S At-Taubah 40) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 
tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan 
sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan 
transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ix 
 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(   ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بىذي Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿوح Ḥaula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
م...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah  
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah 
itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda Syaddah itu. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. ؿّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 
bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis 
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
xiv 
 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak 
diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 
itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama 
diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلاإ دحمم امك Wa mā Muammadun illā rasūl 
xv 
 
 يْلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan 
kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut 
dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap 
kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 يْقزارلايرخوله للها فإك Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 فازيلماك ليكلا اوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Gadai merupakan salah satu praktik hutang piutang dengan menggunakan barang jaminan 
sebagai anggunan dalam perjanjian. Maka yang berhutang menggadaikan motornya yang 
masih dalam keadaan sewa beli sebagai barang jaminan. Namun barang gadai motor ini 
masih dalam keadaan sewa beli yang masih terikat dengan leasing. Gadai seperti ini 
dilakukan karena dianggap praktis oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Dalam praktik gadai ini tidak menggunakan perjanjian tertulis melainkan hanya dengan 
kesepakatan lisan didasari dengan rasa saling percaya dan tolong-menolong.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan (field research) penelitian  di lapangan yang 
dilakukan di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Untuk 
mendapatkan data yang valid menggunakan penggumpulan data observasi, wawancara, 
dokumentasi dan menggunakan dua data yaitu data primer data yang diperoleh dari hasil 
wawancara dan data sekunder yaitu merupakan dokumen-dokumen, buku, catatan dan 
sebagainya. Setelah data terkumpul dianalisis dengan deskriptif analisis.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik gadai motor berstatus sewa beli ini dalam 
Fiqih Muamalah dianggap tidak sah dilihat dari syarat dan rukun gadai yaitu barang gadai 
milik sah sendiri namun barang disini masih terikat dengan leasing dengan akad sewa beli 
yaitu pembeli masih berstatus penyewa motor. Praktik seperti ini banyak menimbulkan 
banyak mudharat dari pada manfaatnya.  
Kata kunci: Rahn, Marhūn, Sewa Beli 
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ABSTRACT 
Pawning is one of the debt servicing practices using collateral as collateral in the agreement. 
Then the debtor pawns the motorbike which is still in the condition of leasing as collateral. 
But this motorcycle pawn item is still in a state of rent purchase which is still bound by 
leasing. Mortgage like this is done because it is considered practical by the community to 
meet their daily needs. In this pledge practice does not use a wretten agreement but only by 
verbal agreement based on mutual trust and help.  
This study the authors used a (field research) research conducted in the field of Ngenden, 
Banaran, Grogol District, Sukoharjo Districts. To obtain valid data using data collection of 
observation, interviews, documentation, and using two data, namely primary data obtained 
from interviews and secondary data which are documents, books, records,and so on. After the 
data collected was analyzed by descriptive analysis.  
The results of this study indicate that the practice of leasing motorbike status in law is 
considered invalid seen from syara’ and pillars of pawn, namely goods belonging to the legal 
property itself, but the goods here are still bound by leasing with a lease purchase contract, 
where the buyer is still a motorbike tenant. This kind of practice causes a lot of harm than the 
benefits.  
Keywords : Pawn, Pawn recipient, self-buy 
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BAB 1 
  PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, 
tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang selalu dilakukan. 
Melakukan kegiatan muamalat tentu saja tidak bisa lepas dari adanya hak dan 
kewajiban. Setiap manusia memiliki kewajiban yang harus dijalankan terhadap 
orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan hukum 
muamalat dengan tujuan menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai 
kepentingan dan terwujudnya ke maslahatan. 
Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja 
dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam atau utang 
piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungya 
dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia 
menyediakan dana pinjaman baik perseorangan maupun lembaga, baik dengan 
motif philantropis maupun bisnis
1
 
Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli 
atau membayar berbagai keperluan. Terkadang kebutuhan yang ingi dibeli 
tidak dapat tercukupi dengan uang yang dimiliknya kalau sudah demikian mau 
tidak mau mengurangi, untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak 
penting yang terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara mulai dari 
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meminjam dari sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, 
maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi 
lewat lembaga perbankan. Jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi 
masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai 
dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai 
lembaga keuangan lainnya.
2
 
Di dalam ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong-
menolong. Adapun bentuk pertolongan tersebut bisa berupa pemberian dan 
bisa juga dalam hal pinjaman atau utang. Pada masyarakat terdapat beberapa 
praktik. Berkembangnya pegadaian saat ini membuat banyaknya gadai 
bermunculan yang tidak diketahui dasar hukumnya secara jelas. Salah satunya 
adalah adanya praktik gadai motor berstatus sewa beli ada masyarakat yang 
melakukan praktik gadai dengan menggunakan barang jaminan dan yang 
dijadikan sebagai barang jaminan oleh orang yang berhutang adalah sepeda 
motor dan praktik gadai ini dilakukan atas dasar saling percaya tanpa ada 
perjanjian tertulis. 
3
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Ayat Al-qur‟an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. 
Al-Baqarah ayat 283, diantaranya adalah : 
  
ٌٌةَضْو ُبْقَّم ٌٌنِٰهرَف اًِبتاَك اْوُدَِتَ ٌَْل ٌَو ٌٍرَفَس ىٰلَع مُتْنُك نإ ٌَو 
“jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang).”(QS. Al-Baqarah : 283)4 
 
        Hadis riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari „Aisyah r.a.  
ٌٌديِدَحٌْنِمٌٌاًعْرِدٌٌُهَنَهَرَوٌٌاًماَعَطٌٌٍّيِدوُه َيٌٌْنِمٌىَر َتْشاٌمَّلَسَوٌِهْيَلَعٌُهَّللاٌىَّلَصٌِهَّللاٌُلوُسَرٌْنَعٌٌٌٌٌٌٌ  
 “Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi (yang dibayar 
secara tidak tunai), beliau menjadikan baju besinya (untuk perlengkapan 
tempur) sebagai anggunan”.5 
 
Secara linguistik, rahn bermakna menetap atau menahan. Secara 
terminologi fiqh, rahn adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang 
memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut 
dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut. Secara umum, rahn 
adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diterimannya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai 
ekonomis. Dengan demikian pihak penahan memperoleh jaminan untuk dapat 
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mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn 
adalah semacam jaminan utang atau gadai
6
 
Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik 
oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang 
tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. 
Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, 
maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar di 
dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan : jika penggadai atau penerima 
gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasil harta 
benda tidak berfungsi atau mubazir
7
. 
Sementara ini gadai yang terjadi di dusun Ngenden desa Banaran 
kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo. Tidak berjalan sebagaimana mestinya 
yang telah ditegaskan oleh syara', Hal ini perlu ditinjau ulang demi tegaknya 
hukum syara' dan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat sekitarnya yang 
mayoritas beragama Islam. Adapun praktek gadai yang sudah berjalan di dusun 
Ngenden desa Banaran kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo, karena ingin 
meminjam uang secara cepat dan untuk meyakinkan si pemberi pinjaman 
dengan memberikan jaminan motor berstatus sewa beli, motor tersebut dibeli 
oleh penggadai disebuah leasing yang setiap bulannya pembeli masih 
kewajiban membayar angsuran. 
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Adanya suatu kebutuhan mendesak masyarakat biasanya 
menggadaikan motor  yang masih terikat perjanjian sewa beli atau masih dalam 
angsuran, karena mereka beranggapan hanya motor tersebut yang memiliki 
nilai ekonomis tinggi. Dalam transaksi ini biasanya tidak membuat surat 
perjanjian secara tertulis seperti pada bank-bank dan penggadaian konvensional 
maupun yang berbasis Syariah lainnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil 
karena kedua belah pihak saling percaya. Akibatnya jika terjadi perselisihan 
terhadap utang-piutang tersebut maka tidak ada bukti tertulis yang mengikat 
perjanjian tersebut. Serta bagaimana dengan jaminan suatu barang yang masih 
dalam keadaan sewa beli atau pembayarannya belum lunas. Biasanya barang di 
sini berupa kendaraan bermotor yang dibeli di dealer, kemudian karena ada 
suatu kebutuhan yang mendesak barang tersebut digadaikan. Namun praktek 
gadai motor di dusun Ngenden desa Banaran kecamatan Grogol kabupaten 
Sukoharjo adalah menggadaikan barang oleh rahin kepada pihak murtahin 
tanpa sepengetahuan pihak leasing yang masih mempunyai hak terhadap motor 
tersebut dikarenakan motor tersebut masih berstatus sewa beli. 
Seperti yang telah diketahui syarat dan rukun gadai, barang yang 
dijadikan jaminan adalah barang itu harus milik si penggadai dan dikuasai 
sepenuhnya oleh pemilik barang (rahīn) tersebut. Kenyataannya praktik seperti 
ini sebagaimana disebutkan di atas sering dijumpai dalam kehidupan 
bermasyarakat menggadaikan motor yang masih dalam keadaan angsuran sewa 
beli di dusun Ngenden desa Banaran kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo 
Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktik gadai motor berstatus 
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sewa beli di dusun Ngenden desa Banaran kecamatan Grogol kabupaten 
Sukoharjo, serta faktor-faktor yang melatar belakangi dan bagaimanakah 
pandangan fiqih muamalah terhadap permasalahan tersebut, maka perlu 
dilakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam penelitian dengan judul 
Praktik Gadai Motor berstatsus Sewa Beli Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah 
(Studi Kasus Di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten 
Sukoharjo) 
Berdasarkan latar belakang diatas, dan ingin lebih dalam mengenai 
praktik gadai motor berstatus sewa beli dalam pandangan fiqih muamalah 
penulis bermaksud mengadakan penelitian yang membahas tentang “ Praktik 
Gadai Motor bertatus Sewa Beli (Studi Kasus Di Dusun Ngenden Desa 
Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)” 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada tema dalam proposal yang penulis lakukan ini, 
maka perlu adanya batasan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematika 
diantaranya; 
1. Bagaimana Praktik Gadai Motor berstatus Sewa Beli Di Dusun Ngenden 
Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ? 
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor 
Berstatus Sewa Beli Di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak 
dicapai   dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 
1. Untuk Memahami Praktik Gadai Motor Berstatus Sewa Beli Di Dusun 
Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 
2. Untuk Memahami Bagaimana Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap 
Gadai Motor Berstatus Sewa Beli Di Dusun Ngenden Desa Banaran 
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi 
penulis dan umumnya bagi masyarakat sebagai suatu sumbangan 
pemikiran dari penulis, menjadi wawasan dan meningktkan pengetahuan 
bagi penulis khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah 
1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu menambah 
pengetahuan masyarakat dalam hal gadai baik dari segi manfaat dan 
mudaratnya. 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan 
(referensi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang 
akan datang. 
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E. Kerangka Teori 
 Definisi Gadai  
 Gadai atau Rahn Secara istilah menurut Ibn Qudamah (w. 629H), 
al-Rahn adalah al-mal al-ladhi yuj‟alu wathiqatan bidaynin yustaufa min 
thamanihi in ta‟adhra istifa‟uhu mimman huwa „alayh “ suatu benda yang 
dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang 
berhutang tidak sanggup membayar utangnya. Menurut Zakariya al-
Anshary adalah “menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta 
benda sebagai jaminan utang yang dipenuhi dari harganya ketika utang 
tersebut tidak dibayar. Ia menyatakan tujuan rahn adalah menyerahkan 
barang jaminan yang dimiliki dan perpindah kepemilikannya itu ketika 
rahin tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
Karena itu, jenis barang yang dijaminkan adalah berupa harta benda yang 
dapat diperjual belikan. 
8
 
Gadai dalam fiqh disebut Rahn, yang menurut bahasa adalah tetap, 
kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, Rahn berarti perjanjian 
penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang 
tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut 
tidak harus bersifat actual (berwujud), namun yang terlebih penting 
penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau 
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surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut madzhab 
Syafi‟i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk 
manfaatnya
9
. Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian 
pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-
prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari 
besarnya uang pinjaman. 
Azhar Basyir memaknai rahn (gadai) sebagai perbuatan 
menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara‟ sebagai 
tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di 
seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di 
artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara 
tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas 
pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.
10
 
Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas 
pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki 
nilaiekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh 
jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 
piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah 
semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin 
dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang 
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tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang di 
gadaikan disebut rahn. 
Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut; 
a. Gadai diberikan atas benda bergerak  
b. Gadai harus dikeluarkan dari pengguasaan pemberi gadai 
c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan 
terlebih dahulu atas piutang kreditur. 
d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri 
pelunasaan utang tersebut.
11
  
Dasar diperbolehkannya gadai adalah pada surah Al-Baqarah ayat 283 
yang berbunyi: fficial Weblog Komunitas Tadabbur Al-Quran (KontaQ) 
 ٌدَؤ ُيْل َفٌاًضْع َبٌْمُكُضْع َبٌَنَِمأٌْنَِإفٌٌٌةَضوُبْقَمٌٌناَِهرَفٌاًِبتاٌَك اوُدَِتَ ٌََْلوٌٍرَفَسٌٰىَلَعٌْمُتْنٌُك ْنِإَوٌ
ٌٌٌِثِآٌُهَّنَِإفٌاَهْمُتْكَيٌْنَمَوٌٌَةَداَهَّشلاٌاوُمُتْكَتٌَلََوٌٌُهَّبَرٌَهَّللاٌِقَّتَيْلَوٌُهَت َناََمأٌَنُِتُْؤاٌيِذَّلاٌُهُبْل َقٌ
ٌٌميِلَعٌَنوُلَمْع َتٌَابٌُِهَّللاَوٌٌ:ةرقبلا﴿٣٨٢﴾ 
Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak   
tunai)sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan 
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tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". (Al-Baqarah 283).
12
 
 
Di dalam ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang 
dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak 
ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak 
tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis 
yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan 
(agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali 
jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada 
Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang 
jaminan. Ayat ini tidak menerapkan bahwa jaminan itu hanya boleh 
dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, 
dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam 
keadaan tersebut bolehh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. 
Adapun hadis tentang gadai yaitu  
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari „Aisyah r.a., 
ٌاًعْرِدٌٌُهَنَهَرَوٌٌاًماَعَطٌٌٍّيِدوُه َيٌٌْنِمٌىَر َتْشاٌمَّلَسَوٌِهْيَلَعٌُهَّللاٌىَّلَصٌِهَّللاٌُلوُسَرٌْنَعٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌديِدَحٌْنِم  
Artinya:  “Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi  
(yang dibayar secara tidak tunai). Beliau menjadikan baju besinya 
(untuk perlengkapan tempur) sebagai angunan”.13 
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Menyebutkan Syarat-Syarat Gadai Atau Rahn dalam sahnya perjanjian 
gadai 
1. Rahīn dan Murtahin 
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahīn dan murtahin 
harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. 
Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi 
kepemilikan. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap 
bertindak hukum (baligh dan berakal). 
2. Sighat (lafadz) 
a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu 
waktu di masa depan. 
b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti 
halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu 
atau dengan suatu waktu di masa depan. 
3. Marhūn bih (utang) 
4. Marhūn (Benda Jaminan Gadai)14 
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F.  Tinjauan Pustaka 
Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang 
pernah ditulis sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang 
dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah  
Skripsi dari Faturokhman mahasiswi fakultas Syariah Dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang Hp Jaminan 
Gadai di Konter Hp Moses Yogyakarta”. Hasil penelitiannya adalah 
mengidentifikasi bahwa mereka menetapkan bunga sebesar 10% pada 
setiap transaksi menggadaikan barang jaminan yang berupa HP atau 
elektronik lainya. Pada saat menggadaikan HP atau barang elektronik 
lainya, nasabah akan menerima struk atau nota jaminan gadai yang berisi 
tentang peraturan peraturan dan ketentuan ketentuan kesepakatan. Pihak 
konter akan  memberikan taksiran harga melalui harga pasar sekitar (HPS) 
saat ini.  Nasabah menandatangani struk atau nota yang diberikan pihak 
konter maka nasabah telah menerima semua ketentuan kesepakatan yang 
berlaku didalamnya. Pengembalian uang pinjaman selambat lambatnya 15 
hari atau dua minggu setelah dua belah pihak bersepakat, beserta bunga 
10%, dari harga  yang diterima nasabah. Namun demikian Setelah waktu 
15 hari tidak sedikit  nasabah yang tidak bisa menebus barang  jaminan 
gadainya, ketika ini terjadi maka pihak konter akan melakukan pelelangan 
14 
 
atas barang jaminan yang tidak bisa ditebus atau di ambil kembali oleh 
penggadai.
15
 
Skripsi Dari Mutawaddiah Dari Mahasiswa Universitas Negeri 
Alludin Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 
Makasar  Pelaksanaan Gadai sawah di Desa Bajiminasa Bulukumba 
menurut pandangan ekonomi Islam bila dilihat dari rukun dan syarat gadai 
sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi sighat (penentuan batas 
waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan 
kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya 
seperti: Apabila telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu melunasi 
utangnya. Maka murtahin berhak menjual barang gadai tersebut. 
Sedangkan, yang terjadi di Desa Bajiminasa tidak adanya penjualan sawah 
(barang gadai) meskipun telah jatuh tempo. Tidak adanya penjualan sawah 
(barang gadai), karena rahin memang tidak ingin menjualnya. Jadi, 
pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba belum 
sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.
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Skripsi Dari Vita Aryani Mahasiswa Universitas Raden Fatah 
Palembang dilihat dari praktik gadai emas tersebut di PT pegadaian 
(persero) syariah cabang simpang patal palembang dalam praktiknya gadai 
                                                          
15
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yang ada di pegadaian dengan produk gadai emas dan masih menyalahi 
aturan syara‟ Islam belum mengikuti syariat Islam sebagai sebuah lembaga 
keuangan yang mengali nilai-nilai syariah, maka semua aktivitas yang 
dilakukan belum menerapkan syariat Islam (muamalah).
17
 
Bahwasanya Dari ketiga skripsi tersebut yang membedakan iaiah  
masing-masing meneliti dalam praktik yang pertama gadai yang 
menggunakan bunga 10%  dan praktik yang kedua gadai yang sudah batas 
waktu pengambilan perjanjian namun barang jaminan belum diambil alih 
akan tetapi barang jaminan belum di jual. Praktik skripsi yang ketiga yaitu 
pelaksanaan gadai yang belum sesuai dengan syariat Islam.  Dengan itu 
perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah dalam penelitian 
ini akan meneliti mengadai motor yang masih dalam keadaan bertatus 
sewa beli yang belum sah milik pribadi. Telaah ini untuk membuktikan 
bahwa skripsi ini tidak plagiat dari skripsi sebelumnya. adapun 
persamaannya yaitu penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah 
sama-sama membahas tentang praktik gadai.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan 
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 Vita Ariyani, Persfektif Fiqih Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat 
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data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
18
 
Adapun tempat untuk melakukan penelitian ada di Dusun Ngenden 
Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. karena di desa 
tersebut terdapat praktik gadai motor Berstatus sewa beli.  
2. Sumber data 
Sumber Data Penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 
Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 
pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu yang 
merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan 
tertulis atau lisan.
19
 Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah 
subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber 
pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian 
ini yang menjadi sumber data primer adalah Rahin dan Murtahin pihak 
yang melakukan gadai Di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo. data yang diperoleh dari wawancara 
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 Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2006). Hlm 133. 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. 
Rineka Cipta, Cet. Ke-II, 1998). hlm 114. 
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langsung terhadap kedua belah pihak. Adapun jumlah Rahīn ada lima dan 
Murtahin ada satu.  
20
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu 
sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Dalam 
penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, 
buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan praktik yang terjadi 
di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten 
Sukoharjo yang berkaitan dengan judul penelitian. 
3. Lokasi Penelitian  
1.) Waktu  
Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 
2019 
2.) Tempat  
Penelitian ini dilakukan di lokasi di Dusun Ngenden Desa Banaran 
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.  
4. Teknik Pengumpulan data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan 
oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan 
dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori 
yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan. 
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a. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan 
data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 
antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)
21
. 
Adapun wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pihak 
rahin (pemberi gadai) dan pihak murtahin (penerima gadai), dengan 
metode wawancara ini memudahkan untuk memperoleh data yang 
dibutuhkan untuk penelitian. 
b. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 
sistematis. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara 
langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian. Metode ini digunakan 
untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan 
obyek penelitian, yaitu di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo.
22
 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, 
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agenda, dan sebagainya
23
.Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari 
penghimpunan dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan 
menerangkan, menafsirkan dan menghubung-hubungkan dengan fenomena 
lain
24
. Dan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder. 
d. Analisis data  
Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, 
dokumentasi kedalam kategori untuk dianalisis lebih dalam untuk 
menjabarkan dan menjelaskan agar dapat dipahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain
25
. Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun 
menggunakan cara mengklasifikasikan data sehingga menghasilkan 
kesimpulan. Adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah 
penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif merupakan prosedur 
yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah 
diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau 
pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Dengan kata lain, untuk 
memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori 
tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. 
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Dengan demikian konteks penalaran deduktif yaitu konsep dan teori 
menjadi kata kunci dalam memahami suatu gejala.  
Penalaran induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari 
peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empiris dan berakhir pada suatu 
kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dalam hal ini 
penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif.
26
 Untuk 
turun ke lapangan dan melakukan penelitian tidak harus memiliki konsep 
secara canggih tetapi cukup mengamati lapangan dan dari pengamatan 
lapangan tersebut dapat ditarik generalisasi dari suatu gejala. Dalam hal ini 
praktik gadai motor berstatus sewa beli dianalisis menggunakan tinjauan 
fiqih muamalah. Yang terjadi di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo.  
H.  Sistematika Penulisan  
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima 
bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. 
Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih 
dahulu penulisan akan menguraikan, sistem penulisan dalam penelitian 
yang terdiri atas lima bab tersebut dan beberapa sub-sub bab. Adapun 
sistematika penulisan penelitian seperti berikut: 
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Bab satu pendahuluan bab ini bmembahas latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah 
pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasaan. 
Bab kedua Landasan Teori Bab ini membahas pembahasan yakni 
memuat tentang landasan teori yang meliputi beberapa bagian sebagai 
berikut: pengertian gadai, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, 
pemanfaatan jaminan, berakhirnya jaminan dalam gadai, pengertian sewa 
beli, berakhirnya sewa beli, klausul sewa beli, sanksi-sanksi sewa beli.  
Bab ketiga membahas Praktik Gadai Motor Berstatus Sewa Beli Di 
Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, 
Bab ini berisi tentang pembahasan sejarah lokasi penelitian, informasi, 
serta gambaran praktik gadai motor berstatus sewa beli di dusun Ngenden 
desa Banaran kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo. 
Bab keempat: Analisis Bab ini membahas tentang analisis 
penulisan terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar 
membahas tentang hukum praktik gadai motor berstatus sewa beli di 
Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 
Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah  
Bab kelima: Penutup bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran 
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BAB II 
Konsep Dasar Gadai Dalam Fiqih Muamalah 
A.  Definisi Gadai  
 Menurut Ibn Qudamah (w. 629H), al-Rahn adalah al-mal al-ladhi 
yuj‟alu wathiqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta‟adhra istifa‟uhu 
mimman huwa „alayh “ suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas 
utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup 
membayar utangnya. Menurut Zakariya al-Anshary adalah “menjadikan 
suatu barang yang mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan utang 
yang dipenuhi dari harganya ketika utang tersebut tidak dibayar. Ia 
menyatakan tujuan rahn adalah menyerahkan barang jaminan yang 
dimiliki dan perpindah kepemilikannya itu ketika rahīn tidak mampu 
membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena itu, jenis 
barang yang dijaminkan adalah berupa harta benda yang dapat diperjual 
belikan. 
1
 
Menurut Ulama hafiah, menurut kitab al-Mabsuth dan al-Dar-
Muktar rahn secara istilah “menahan sesuatu dengan sesungguhnya yang 
memungkinkan pembayaran utang dari yang ditahan tersebut”2.  
 
                                                          
1
Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum 
Nasional Di Indonesia. (Jakarta: Kementrian Agama RI 2012) hlm 27-28. 
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 Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Fikih Mu’amalah Maliyah. (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media 2017). Hlm 215-217 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN 
MOTOR SEWA BELI DUSUN NGENDEN DESA BANARAN 
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO 
A. Gambaran Umum Desa Banaran 
1. Sejarah Desa Banaran 
Berdirinya Pemerintahan Desa Banaran sampai dengan 
Penyusunan RPJM Desa ini belum diketahui secara pasti. Berdasarkan 
sumber dari Pustaka Keraton Surakarta, Desa Banaran sebelumnya dikenal 
dengan nama Bandara, karena pada saat itu, menurut Staf Keparak dan 
Mondrobudoyo Keraton Surakarta Hadiningrat, KRMH Notowijoyo, 
mengatakan bahwa untuk ke solo atau berpergian keluar daerah, selain 
menggunakan jalur transportasi darat dan udara, juga dapat melalui air 
atau memanfaatkan perahu. Pelabuhan yang dulu dikenal dengan nama 
Bandara, itu benar-benar dimanfaatkan oleh Paku Buwono (PB) IV sering 
berpergian ke Madura untuk menemui calon istrinya. Dengan 
menggunakan transportasi air, PB IV menggunakan perahu berangkat dari 
Bandara yang letaknya disebelah Selatan Kelurahan Laweyan. Perahu 
yang dinaiki ke Timur, untuk sampai di sungai Bengaan Solo. Perjalanan 
melalui transportasi air ini sering dilakukan oleh PB IV hingga 
menikahdengan putri Madura yang tidak lain anak dari Cokroningrat. 
Disamping untuk Pelabuhan perjalanan PB IV ke Madura, pelabuhan 
tersebut juga dipakai sebagai pelabuhan utama pengangkatan rempah-
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rempah, tatkala Portugis menjajah Negeri ini. Oleh karena banyaknya 
perahu yang hilir mudik, sehingga Bandara tersebut menjadi ramai dan 
kampung atau daerah sekitarnya dikenal dengan sebutan nama kampung 
Bandara. Keramaian arus lalu lintas air kampung tersebut tetap 
berkelanjutan hingga PB IV menduduki tampuk pimpinan di Keraton 
Surakarta Hadiningrat. 
Setelah PB IV tidak lagi berkuasa, secara berangsur-angsur 
Bandara tidak lagi ramai. Dan secara perlahan-lahan disekitar tidak 
menyebut kampung itu dengan nama Bandara, namun telah bergeser 
menjadi kampung Banaran. Kampung Banaran masuk wilayah Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo bagian paling Utara yang berbatasasn 
dengan kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, yang 
dikenal juga karena adanya perusahaan tekstil yang besar PT BATIK 
KERIS dan PT DANLIRIS. Sementara sungai Premulung yang dulunya 
mampu dilewati dua perahu besar, sekarang seperti sungai lainnya yang 
ada di Solo yaitu sebatas  sebagai tempat mengalirnya air. 
1
 
2. Letak Geografis 
Secara geografis dusun Ngenden masuk pada wilayah desa 
Banaran, dimana desa Banaran merupakan salah satu desa yang terletak di 
wilayah Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Batas wilayah desa 
Banaran sebagai berikut: 
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 Profl Desa Banaran.  
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a. Luas wilayah desa Gumpang: 1.913.750 Ha. 
Dengan batas wilayah meliputi: 
Sebelah Utara : Kelurahan Laweyan dan Kelurahan Bumi 
Kota Surakarta 
Sebelah Selatan  : Desa Sanggrahan 
Sebelah Barat :Desa Gentan, Kecamatan Baki dan 
Kelurahan Pajang Kota Surakarta 
Sebelah Timur   : Desa Cemani 
b. Luas wilayah desa terperinci sebagai berikut: 
1) Luas Pemukiman   :131.0365 Ha 
2) Luas Persawahan   :0.5000  Ha 
3) Luas Makam, Sungai :4,6256 Ha 
4) Luas Pekarangan  : 59.5829 Ha 
5) Tanah Negara PT Danliris : 65,1960 Ha 
3. Keadaan Demografi Desa Banaran 
a. Keadaan Sosial  
Berdasarkan data Administrasi kependudukan pemerintah desa 
Banaran tahun 2017,  jumlah penduduk Desa Banaran terdiri dari sebagai 
berikut: 
1.)  Jumlah Penduduk Keseluruhan  : 8.445 
2.)  Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
- Laki-laki   : 4.117 
- Perempuan  : 4.328 
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3.)  Jumlah Kepala Keluarga (KK)  : 2.721 KK 
4.)  Jumlah penduduk dusun Ngenden  
- Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 157 KK 
- Laki-laki  : 550  
- Perempuan  : 317
2
 
b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No Mata Pencarian Orang 
1. Petani 6 
2. PNS 85 
3. TNI / POLRI 14 
4. Karyawan Swasta 2.992 
5. Pedagang keliling 273 
6. Pengusaha 22 
7. Buruh 1.351 
8. Pengrajin 6 
9. Peternak 6 
10. Montir 6 
11. Dokter 6 
12. Perawat 3 
 Jumlah 4.770 
 
Dari pemaparan jumlah penduduk berdasarkan mata 
pencahariannya, penulis menyimpulkan bahwa penduduk desa 
Banaran mayoritas berprofesi sebagai karyawan swasta dan buruh.
3
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 Data Umum Penduduk Dusun Ngenden 
       
3
 Profil Desa Banaran 
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c. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan  
No Pendidikan Orang 
1. Belum masuk TK 130 Orang  
2. Sedang TK/Playgroup 280 Orang 
3. Tidak pernah sekolah 504 Orang 
4. SD tetapi tidak tamat 310 Orang 
5. SMP tetapi tidak tamat 201 Orang 
6. SMA tetapi tidak tamat 230 Orang 
7. Tamat SMP 1.351 Orang 
8. Tamat SMA 1.104 Orang 
9. Tamat Akademik/Sarjana 250 Orang  
 Jumlah  4.360  
Dari pemaparan jumlah berdasarkan menurut pendidikan 
penulis menyimpulkan bahwa penduduk desa Banaran mayoritas 
mengenyam pendidikan sampai SMP dan SMA saja.  
d. Jumlah Penduduk Menurut Agama 
No Agama Orang 
1. Islam 7.162 
2. Kristen 821 
3. Katholik 380 
4. Hindu 42 
5. Budha 40 
6. Konghucu - 
 Jumlah 8.445 
Dari jumlah penduduk berdasarkan agama, penulis menyimpulkan 
bahwa penduduk desa Banaran mayoritas beragama Islam.
4
 
e. Wilayah Administrasi Desa 
- Wilayah Kadus   : 2 Kadus 
- Wilayah dusun  : 2 Dusun 
- Wilayah RT   : 58 RT 
- Wilayah RW   : 9 RW 
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 Profil Agama Desa Banaran 
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- Jumlah Perangkat Desa : 9 Orang 
- Kepala Desa   : 1 Orang 
f. Struktur Organisasi Desa  
- Kepala Desa dijabat oleh       : Agus Badarsono 
- Sekertaris Desa dijabat oleh   :Dani Kaur 
- Kaur Pemerintahan dijabat oleh : Rima Kumalasari  
- Kaur Kesra dijabat oleh  : Silalahi 
- Kaur Keuangan dijabat oleh  : Antok 
- Kaur Umum dijabat oleh  : Adi Yatono 
- Kadus 1 dijabat oleh   : Srijayanti 
- Kadus 2 dijabat oleh   : Sanyoto 
g. Sarana Pendidikan 
- Paud    : - 
- Sekolah TK   : 5 TK 
- Sekolah SD   : 3 SD 
- Sekolah SMP   : - 
- Sekolah SMA   : -  
 4. Keadaan Ekonomi  
       Desa Banaran terdapat lahan persawahan dan irigasi. Perkembangan 
ekonomi terbesar terdapat pada adanya pabrik PT DANLIRIS yang 
berada ditengah-tengah pemukiman. 40% dari penduduk desa Banaran 
adalah karyawan swasta dan 30% adalah Buruh. Selain itu ada UMKM 
yang begitu banyak didirikan oleh penduduk desa Banaran selebihnya 
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untuk menopang kehidupan ada pula seorang, PNS, petani, dan Buruh. 
Namun paling banyak untuk pekerjaan dari desa Banaran yaitu karyawan 
swasta. Yang dimana ditengah-tengah pemukiman terdapat pabrik besar. 
B. Praktik Gadai Motor Berstatus Sewa Beli Di Dusun Ngenden Desa 
Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 
1. Latar Belakang Terjadinya Gadai 
Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa 
saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam 
atau utang piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari 
kehidupan. Untungya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu 
saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik 
perseorangan maupun lembaga, baik dengan motif philantropis maupun 
bisnis. Dengan itu menjadikan faktor adanya praktik gadai motor berstatus 
sewa beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk 
membeli atau membayar berbagai keperluan. Terkadang kebutuhan yang 
ingi dibeli tidak dapat tercukupi dengan uang yang dimiliknya kalau sudah 
demikian mau tidak mau mengurangi, untuk membeli berbagai keperluan 
yang dianggap tidak penting yang terpaksa harus dipenuhi dengan 
berbagai cara mulai dari meminjam dari sumber dana yang ada. Jika 
kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk 
dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Jika dana 
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yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia 
sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, 
tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya 
2. Praktik Terjadinya Gadai Motor Berstatus Sewa Beli Di Dusun Ngeden 
Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 
Praktik gadai motor berstatus sewa beli ini sering dilakukan oleh 
masyarakat Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten 
Sukoharjo lantaran masyarakat terbiasa menggadaikan motornya di tempat 
Bapak Danang selaku pihak murtahin. Alasannya karena Bapak Danang 
dianggap sebagai orang yang dermawan di lingkungan ini. Barang jaminan 
yaitu sebuah motor tersebut masih terikat dengan perjanjian disuatu 
lembaga leasing dengan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian. 
Dalam praktik gadai motor berstatus sewa beli  ini, merupakan 
menggadaikan suatu barang yang belum sepenuhnya dimiliki atau dihaki 
oleh penggadai (rahīn). Karena barang tersebut masih terlibat perjanjian 
dengan pihak leasing yaitu berupa tanggungan untuk membayar angsuran.  
Dalam praktik gadai dengan jaminan motor sewa beli ini antara pihak 
penggadai (rahīn) dan pemegang gadai (murtahin). Di Dusun Ngenden 
hanya terdapat satu pemegang gadai (murtahin) yaitu Bapak Danang 
seseorang yang dikenal Dermawan yang memiliki usaha UMKM kain, 
umur 47 tahun terdapat pada RT 02 Rw 07 alasan melakukan praktik gadai 
ini karena Bapak Danang juga dapat memanfaatkan barang gadai (marhūn) 
Perjanjiannya berpegang kepada rasa saling percaya dan tolong menolong. 
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karena hal ini tidak dicatat atau tidak dibuatkan buku tertulis (perjanjian) 
antara kedua belah pihak. Oleh karena itu antar keduanya harus bisa 
menjaga kepercayaan karena dalam hal ini apabila ada kecurangan pihak 
yang merasa dirugikan adalah pihak yang memberikan pinjaman atau 
pemegang gadai (murtahin), akibat atau kerugian dari pihak pemegang 
gadai yaitu jika sewaktu-waktu pemilik barang gadai atau yang 
masihterikat angsuran itu tidak dapat membayar atau tidak dapat melunasi 
angsurannya maka kendaraan tersebut dapat diambil atau disita kembali 
oleh pihak leasing. Sedangkan jangka waktu gadai ini minimal selama 1-3 
bulan, jika terjadi masalah seperti ini pihak pemegang gadai (murtahin) 
harus rela melepaskan dan tidak bisa memanfaatkan barang tersebut serta 
sabar menunggu pihak penggadai melunasi hutangnya sampai waktu jatuh 
tempo.
5
  
Pihak leasing juga merasa dirugikan kalau barang digadaikan padahal 
masih dalam masa angsuran, hal yang penting pihak penggadai (rahīn) 
atau yang mengangsur atau pihak yang menggangsur barang dan melunasi 
cicilan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak leasing. Adapun 
akibat yang paling fatal jika penggadai (rahīn) tidak mau melunasi 
angsurannya maka pihak leasing dia juga merasa sangat dirugikan, mau 
                                                          
5
  Hasil wawancara dengan Bapak Danang selaku Murtahin pada tanggal 1 Maret 2019 
pukul 16.00 WIB.  
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menyita atau menarik kembali tidak tau dimana karena barang sudah 
berpindah tangan dan kesulitan untuk melacaknya.
6
 
Dari kesimpulan transaksi tersebut antara pihak pemegang gadai 
(murtahin) dan pihak leasing sama-sama dirugikan, bagi pihak penerima 
gadai (murtahin) khawatir jika sewaktu-waktu barangnya disita oleh 
leasing karena penggadai (rahīn) tidak membayar angsurannya serta 
pemegang gadai (murtahin) khawatir uangnya akan lama kembali. Oleh 
karena itu dalam melakukan praktik gadai dengan jaminan motor berstatus 
sewa beli seperti ini unsur hati-hati dan kesepakatan antara keduannya 
haruslah benar dan dijaga dengan sesungguhnya agar tidak ada masalah 
dan tidak ada yang merasa dirugikan.  
Macam-macam transaksi gadai dengan jaminan motor berstatus sewa 
beli yang terjadi di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo yaitu: 
a. Transaksi Gadai yang dilakukan oleh Bapak Sariyanto (rahīn) 
umur 46 tahun, warga dusun Ngenden RT 05 RW 08. Bekerja 
sebagai Buruh Pabrik. menggadaikan motornya yang masih sewa 
beli kepada Bapak Danang (murtahin). Pada tanggal 10 Januari 
Bapak Sariyanto datang kerumah Bapak Danang menjelaskan 
maksud kedatangannya yaitu membutuhkan pinjaman uang 
dengan membawa sepeda motornya Beat Tahun 2013 (marhūn) 
yang masih dalam keadaan sewa beli. Bapak Sariyanto ingin 
                                                          
6
 Hasil wawancara dengan Bapak Hananto selaku pihak leasing pada tanggal 27 Ffebuari 
2019 pukul 11.00 WIB.   
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meminjam uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian 
Bapak Danang menaksir harga sepeda motor tersebut apakah 
sudah sepadan dengan uang yang dipinjam. setelah dilihat Bapak 
Danang menyetujui dengan taksiran harga dan memberi pinjaman 
uang dengan jaminan motor (marhūn) yang masih dalam keadaan 
sewa beli dan meminta waktu pelunasaan selama 3 Bulan dan 
menyerahkan STNK. Motor yang digadaikan dimanfaatkan oleh 
Bapak Danang dan apabila ada kerusakan kecil tidak ditanggung 
oleh (murtahin). Alasan Bapak Sariyanto Karena untuk 
memenuhi kebutuhan biaya sekolah anaknya yang masih duduk 
dibangku SMP untuk pembayaraan SPP. Bapak sariyanto 
terpaksa menggadaikan motornya yang masih sewa beli karena 
barang tersebut yang mudah untuk digadaikan. Bapak Sariyanto 
menggadaikan ditempat Bapak Danang karena selain tetangga 
juga teman dekat. Barang tersebut juga dimanfaatkan oleh Bapak 
Danang.
7
 
b. Transaksi Gadai yang dilakukan oleh Mas Anton (rahīn) umur 27 
tahun, warga dusun Ngenden RT 02 RW 08. Pekerjaan sebagai 
cleaning service di PT. Menggadaikan sepeda motornya yang 
masih dalam keadaan sewa beli kepada Bapak Danang 
(murtahin). Pada tanggal 25 Januari 2019 Mas Anton datang 
terlebih dahulu sebelum membawa motornya Mas Anton 
                                                          
 
7
 Hasil wawancara dengan Bapak Sariyanto selaku pihak (rahīn) pada tanggal 27 
Februari 2019 pukul 18.30 WIB.  
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menjelaskan maksud kedatangannya yaitu membutuhkan 
pinjaman uang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus) setelah 
itu Mas Anton datang kembali dengan membawa sepada 
motornya Mio Tahun 2017 (marhūn) yang masih dalam keadaan 
kredit. Bapak Danang menaksir apakah harga barang jaminan 
sepadan dengan uang yang akan dipinjam. Setelah ditaksir Bapak 
Danang menyetujui dan memeberikan uang pinjaman. Mas Anton 
meminta waktu pelunasaan selama 3 Bulan dan juga menyetujui 
apabila ada kerusakan pada motor pihak Bapak Danang 
(murtahin) tidak menanggung resiko. Alasan Mas Anton 
menggadaikan motornya yaitu karena untuk membayar cicilan 
angsuran yang masih kurang 3 kali pembayaran. Karena 
kebutuhan saat itu sangat sulit untuk Mas Anton dan dibebankan 
juga dengan cicilan Leasing. Maka motor tersebut digadaikan di 
tempat Bapak Danang karena selain tetangga juga proses 
pencairannya mudah.
8
 
c. Transaksi Gadai yang dilakukan oleh Ibu Ayuk (murtahin) umur 
30 Tahun RT 04 RW 08. Pekerjaan sebagai karyawan Toko 
menggadaikan motornya yang masih sewa beli kepada Bapak 
Danang (Rahīn) pada tanggal 10 Februari 2019  melalui perantara 
karena Ibu Ayuk tidak begitu mengenal Bapak Danang karena 
                                                          
 
8
 Hasil wawancara dengan Mas Anton selaku pihak (rahīn) pada tanggal 28 Februari 
2019 pukul 17.00 WIB.  
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Beda RW. Ibu ayuk dan perantara datang menjelaskan maksud 
kedatangannya untuk meminjam uang sebesar 1.500.000,- (satu 
juta lima ratus) dengan menjaminkan motor Beat 2017 (marhūn). 
Kemudian setelah ditaksir sepeda motor tersebut sepadan dengan 
uang yang akan dipinjam. Alasan ibu ayuk menggadaikan 
motornya yang masih berstatus sewa beli karena sang suami baru 
saja diPHK dari pekerjaannya. Untuk mencukupi kebutuhan 
sehari-hari ibu ayuk sementara menggadaikan motornya tersebut. 
Dalam transaksi ini ibu ayuk meminta waktu pelunasaan selama 2 
bulan sejak bulan peminjaman. Alasan ibu ayuk menggadaikan di 
tempat Bapak Danang karena ibu ayuk tidak mau menggadaikan 
di tempat penggadaian karena motor tersebut masih dalam 
keadaan sewa beli di leasing. 
9
 
d. Transaksi yang dilakukan oleh Bapak Agus (murtahin) umur 43  
Tahun RT 04 RW 08  pekerjaan sebagai Buruh Home Industri. 
Dirasa penghasilan yang cukup pas-pas’an Bapak Agus 
menggadaikan Motor Vega yang masih terikat perjanjian sewa 
beli dengan pihak Leasing. Bapak Agus menggadaikan ditempat 
bapak Danang pada tanggal 1 Februari 2019. Bapak Agus datang 
kerumah Bapak Danang dengan membawa motor (marhūn) 
menjelaskan maksud kedatanganya ingin meminjam uang sebesar 
2.000.000,- (dua juta rupiah) Bapak Danang menaksir harga 
                                                          
 
9
 Hasil wawancara dengan Ibu Ayuk selaku pihak (rahīn) pada tanggal 3 Maret 2019 
pukul 11.00 WIB. 
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sepada motor apakah sepadan dengan harga barang yang 
dijaminkan, setelah ditaksir harga motor sepadan dengan uang 
yang akan dipinjam. Alasan Bapak Agus menggadaikan motor 
yang masih keadaan sewa beli karena terpaksa untuk membayar 
tunggakan cicilan selama 2 kali. Bapak Agus meminta waktu 
pelunasan selama 3 bulan dihitung sejak bulan peminjaman. 
Bapak Agus senang menggadaikan ditempat bapak Danang 
karena prosesnya cepat dan syaratnya mudah.
10
 
e. Transaksi Gadai yang dilakukan oleh Ibu Eni (rahīn) umur 43 
tahun, warga dusun Ngenden RT 05 RW 08. Bekerja sebagai 
Buruh Pabrik. menggadaikan motornya Vario 2017 yang masih 
sewa beli kepada Bapak Danang (murtahin). Pada tanggal 15 
Februari Ibu Eni datang kerumah Bapak Danang menjelaskan 
maksud kedatangannya yaitu membutuhkan pinjaman uang 
dengan membawa sepeda motornya (marhūn) yang masih dalam 
keadaan sewa beli. Ibu Eni ingin meminjam uang sebesar 
2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Bapak Danang menaksir 
harga sepeda motor tersebut apakah sudah sepadan dengan uang 
yang dipinjam. setelah dilihat Bapak Danang menyetujui dengan 
taksiran harga dan memberi pinjaman uang dengan jaminan 
                                                          
10
 Hasil wawancara dengan Ibu Agus selaku pihak (rahīn) pada tanggal 4 Maret 2019 
pukul 16.00 WIB.  
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motor (marhūn) yang masih dalam keadaan sewa beli dan 
meminta waktu pelunasaan selama 2 Bulan. Motor yang 
digadaikan dimanfaatkan oleh Bapak Danang dan apabila ada 
kerusakan kecil tidak ditanggung oleh (murtahin). Alasan Ibu Eni 
Karena Ibu Eni adalah seorang janda dengan seorang 2 anak yang 
masih sekolah SMP dan Kuliah untuk itu Ibu Eni meminjam uang  
untuk memenuhi kebutuhan biaya semesteran anaknya. Ibu Eni 
terpaksa menggadaikan motornya yang masih sewa beli karena 
barang tersebut yang mudah untuk digadaikan. Ibu Eni 
menggadaikan ditempat Bapak Danang karena selain tetangga 
juga teman dekat. Barang tersebut juga dimanfaatkan oleh Bapak 
Danang
11
 
Dari kesimpulan di atas paktik gadai dengan jaminan motor berstatus 
sewa beli yang terjadi di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo, perjanjian dilakukan lantaran Bapak 
Danang selaku murtahin ingin menolong sesama atau tetangga, serta 
perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tanpa ada perjanjian tertulis 
(otentik) dan hanya di dasari rasa saling percaya. Penebusan utang yaitu 
dibatasi oleh murtahin selama 3 bulan selama itu pula barang jaminan 
(marhūn) diambil manfaatnya oleh murtahin, barang yang dijaminkan 
masih dalam keadaan sewa beli. bahkan jika terjadi kerusakan kecil yang 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Eni selaku pihak (rahīn) pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 
18.00 WIB.  
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terjadi pada motor tersebut tidak ditanggung oleh murtahin namun apabila 
ada kerusakan yang parah maka ditanggung oleh pihak murtahin dan rahīn 
3. Pemanfaatan Barang Gadai Di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo  
Pemanfaatan dari barang gadai ini biasanya pemegang gadai boleh 
menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Hal ini 
dibenarkan oleh pihak (murtahin) yaitu Bapak Danang. Motor yang 
dijadikan jaminan gadai. Pemegang gadai lebih suka menggunakan motor 
gadai dibandingkan motor miliknya sendiri lantaran meminimalisir 
kerusakan motor. Penerima gadai beranggapan bahwa motor gadai jika 
mengalami kerusakan kita tidak harus mengganti secara maksimal dari 
pada harus membeli motor baru, lebih baik menggunakan motor gadaian 
karena menggunakan motornya bisa berganti-ganti sesuai selera.
12
 
Dari segi perawatan dan pemeliharaan dibebankan kepada 
pemegang motor karena pemegang motor selaku yang menggunakannya. 
Adapun kriteria dari pemeliharaan motor hanya sekedar mengganti oli 
mesin saja. Tetapi kebanyakan dari motor jaminan berstatus sewa beli ini 
tidak ada perawatan yang maksimal layaknya milik motor pribadi. 
Pengguna motor ini hanya semaunya dan sesuka hati dalam menggunakan 
motor. Semisal ada kerusakan motor yang parah maka di sepakati untuk 
                                                          
 
12
 Hasil wawancara dengan Bapak Danang selaku Murtahin pada tanggal 1 Maret 2019 
pukul 16.00 WIB.  
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pemegang gadai (murtahin)  untuk menggati separuh kerugian. Hal ini 
juga dirasakan Bapak Sariyanto selaku penggadai.
13
 
4. Faktor Yang Mendorong (Rahīn) Melakukan Praktik Gadai Motor Berstatus 
Sewa Beli Di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten 
Sukoharjo 
Dari hasil penelitian bahwa faktor yang mendorong masyarakat untuk 
melakukan praktik ini adalah karena ekonomi yang sulit dan kebutuhan yang 
mendesak yang harus dipenuhi setiap waktu kapan saja, dari hasil pemaparan 
diatas bahwa dari data desa pada mata pencaharian di dusun Banaran 40 % 
adalah karyawan swasta dan 30% Buruh, masyarakat juga tidak terlalu 
mempedulikan tentang sah atau tidaknya praktik seperti itu kalo dilihat dari 
rukun dan syarat gadai. maka dari itu masih ada yang melakukan gadai seperti 
ini karena di dusun Ngenden mata pencahariannya dari karyawan swasta dan  
mereka beranggapan bahwa menggadaikan motor yang masih dalam keadaan 
sewa beli sah-sah aja dan bagi mereka menggadaikan motor tersebut dengan 
antar tetangga lebih mudah pencairannya dan tidak berbelit persyaratanya. 
Oleh sebab itu masih ada yang menggadaikan motor berstatus sewa beli di 
Dusun Ngenden ini karena masih berpedoman rasa saling tolong menolong 
antar sesama 
 
                                                          
 
13
 Hasil wawancara dengan Bapak Sariyanto selaku pihak (rahīn) pada tanggal 27 
Februari 2019 pukul 18.30 WIB.  
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BAB IV 
PRAKTIK GADAI MOTOR BERSTATUS SEWA BELI  MENURUT 
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP DI DUSUN NGENDEN 
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO.  
A. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Di Dusun Ngenden 
Ditinjau Dari Syarat Gadai  
Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang 
mana manusi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa 
berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu diwujudkan bagi mereka 
untuk tolong menolong antar sesama manusia agar tercipta keselarasan 
hidup. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, 
manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu-waktu 
yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah aspek-aspek lain. 
Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-
piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik 
dengan menggunakan jaminan maupun tidak dengan jaminan.
1
 
Sebagaimana firma Allah Swt dalam QS Al-Baqarah 283 : 
Ahlan Wa Sahlan di OfWeblog Komunitas Tadabbur Al-Quran (KontaQ)  
 دَؤ ُيْل َف اًضْع َب ْمُكُضْع َب َنَِمأ ْنَِإف  ٌةَضوُبْقَم ٌناَِهرَف اًِبتاَك اوُدَِتَ َْلَو ٍرَفَس ٰىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو 
                                                          
1
 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003). Hlm, 
2.  
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  ٌِثِآ ُهَّنَِإف اَهْمُتْكَي ْنَمَو  َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت َلََو  ُهَّبَر َهَّللا ِقَّتَيْلَو ُهَت َناََمأ َنُِتُْؤا يِذَّلا ُهُبْل َق 
 ٌميِلَع َنوُلَمْع َت َابِ ُهَّللاَو  :ةرقبلا﴿٣٨٢﴾  
Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara 
tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). 
Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". 
(Al-Baqarah 283).
2
 
 
Disampaikan pula sebuah Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim 
dari ‘Aisyah r.a,. ia berkata: 
 
 ٍّيِدوُه َي ْنِم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَر َتْشا ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع ْنِم اًعْرِد ُهَنَهَرَو اًماَعَط
ديِدَح  ٍ  
 
Artinya: “Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi 
(yang dibayar secara tidak tunai). Beliau menjadikan baju 
besinya (untuk perlengkapan tempur) sebagai angunan”.3 
Pelaksanaan akad. Akad antara rahīn dan murtahin merupakan 
faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, dalam akad atau 
perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan ījāb dan qābūl atau kesepakatan 
selain itu bisa juga dengan tulisan. Seperti yang terjadi pada gadai 
                                                          
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 
2009), hlm, 437-438.  
3
 Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Fikih Mu’amalah Maliyah. (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media 2017). Hlm 218 
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perseorangan di Dusun Ngenden terjadi antara pihak rahīn dan murtahin 
yang terjadi adalah akad secara lisan yang diucapkan pihak rahīn kepada 
pihak murtahin bahwasanya pihak rahīn akan melakukan gadai dengan 
barang jaminan sepeda motor yang masih sewa beli belum di haki 
sepenuhnya oleh rahīn dengan jumlah uang yang dibutuhkan pihak rahīn  
Menurut penejelasan sebelumnya akad gadai yang sah 
adalah harus memenuhi syarat gadai yaitu Rahīn dan Murtahin, 
Syarat Shigat, Marhūn bih, (utang), Marhūn (barang jaminan) 
dalam syarat tersebut apabila salah satu rukun atau syarat gadai 
tidak terpenuhi, maka praktik gadai  tidak sah/batal.  Berikut 
analisa Praktik Gadai Motor Berstatus Sewa Beli Di Dusun 
Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 
a. Syarat Rahn 
1. Rahīn dan Murtahin 
Rahīn dan Murtahin adalah orang yang melakukan akad. Pihak-
pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahīn dan murtahin harus 
mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. 
Kemampuan juga berarti kelayakan sesorang untuk melakukan transaksi 
pemilikan. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad adalah 
cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya 
mensyaratakan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang 
mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk) boleh 
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melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari 
walinya.
4
 
Dari hasil wawancara kepada pihak penggadai (rahīn) dan 
penerima gadai (murtahin) yang sudah memenuhi syarat diatas, yaitu 
sudah dewasa, dan sudah cakap hukum penggadai (rahīn) dan penerima 
gadai (murtahin) disini rata-rata berumur 27-46 Tahun. Sedangkan yang 
dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana 
yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu penggadai (rahīn) 
maupun penerima gadai (murtahin) tidak berakal maka transaksi tidak sah.  
Dari hasil penelitian di lapangan tidak menemukan satupun 
responden yang belum cukup umur, memiliki gangguan jiwa (gila), bisa 
membedakan mana yang baik dan buruk, transaksi tersebut didasari oleh 
kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Para responden 
melakukan praktik utang piutang dengan jaminan motor berstatus sewa 
beli tersebut lantaran ada keperluan yang mendesak baik primer maupun 
sekunder. Dalam praktiknya rahīn datang menemui murtahin dan memberi 
tahu maksud kedatanganya untuk meminjam uang dengan menjaminkan 
motor yang masih sewa beli, kemudian murtahin mengerti maksud 
kedatangannya dan menerima kesepakatan dengan rasa saling percaya dan 
tolong menolong tanpa adanya perjanjian otentik.  
                                                          
4
 Adrian,Sutedi,  Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 37-39. 
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Dalam syarat yang pertama yaitu adanya rahīn dan murtahin 
praktik gadai didusun Ngenden ini sudah melengkapi syarat yang ada dan 
dianggap benar oleh syara’.  
2. Syarat Shigat (Lafadz)  
a. Ulama Hanafiyah menyatakan dalam akad itu bahwa 
kesepakatan rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu 
atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad 
dalam rahn sama dengan akad jual beli. Apabila kesepakatan itu 
dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa 
yang akan datang, maka syaratnya batal, akadnya sah. 
b. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa 
apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran 
akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat 
itu bertentangan dengan tabiat atau karakter akad rahn, maka 
syaratnya menjadi batal. 
Untuk syarat yang kedua shigat (lafadz) yang terjadi pada praktik 
di dusun ngenden tidak dikaitkan dengan waktu yang akan mendatang 
karena perjanjian atau akad yang dilakukan akan berakhir kalau hutang 
sudah lunas maka barang jaminan (marhūn) bisa langsung diambil. Akad 
yang dilakukan oleh pihak rahīn dan murtahin hanya dilakukan secara 
lisan berdasarkan rasa saling percaya dan tolong menolong antar sesama 
manusia dan tidak adanya perjanjian secara otentik. Dilihat dari syarat 
shigat praktik di dusun Ngenden sudah memenuhi syara’.  
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3.  Marhūn Bih (utang) 
Dalam hal ini untuk akadnya marhūn bih harus memenuhi 
syarat sebagai syarat sahnya Gadai Syariah, yakni: 
a. Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada 
pemilik-nya (murtahin). 
b. Marhūn bih itu boleh dilunasi dengan marhūn itu. 
c. Marhūn bih itu jelas/tetap dan tertentu. 
d. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak 
bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. 
e. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak 
dapat diukur atau tidak dapat dikualifikasi rahn tidak sah. 5 
Dari hasil penelitian bahwa praktik yang terjadi didusun Ngenden 
sudah ada syarat yang ketiga yaitu adanya hutang (marhūn bih) berupa uang 
senilai satu juta sampai tiga juta yang masing-masing berbeda jumlah 
pinjamannya tergantung kebutuhan yang diinginkan. Ketentuan yang 
berkaitan dengan marhūn bih (utang) bahwasanya harus barang yang dapat 
dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat  maka tidak sah, marhūn bih haruslah 
lazim pada waktu akad, serta diketahui oleh rahīn dan murtahin. Dilihat dari 
segi syara’ marhūn bih bahwa masyarakat menjaminkan motornya lantaran 
ada sebuah hutang kepada Bapak Danang selaku penerima gadai (murtahin) 
                                                          
5
 Ibid 
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sudah memenuhi syarat-syarat karena praktik tersebut terjadi karena adanya 
hutang.  
4.   Marhūn (Benda jaminan gadai)  
Hanafiyah mensyaratkan marhūn sebagai berikut; dapat 
diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rahīn, bisa diserahkan, tidak 
bersatu dengan harta marhun seperti pesyaratan barang dalam jual beli. 
Gadai di dusun Ngenden sudah ada marhūn atau benda jaminan yaitu 
berupa sebuah sepeda motor yang dapat diperjualbelikan yang memiliki 
nilai ekonomis namun motor yang dijadikan jaminan ini masih dalam 
keadaan sewa beli terikat dengan sebuah lembaga leasing dan belum dihak 
i sepenuhnya oleh rahīn. Disini jelas tidak diperbolehkan oleh syara’. 
 
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Di Dusun Ngenden 
Ditinjau Dari Marhūn 
Hanafiyah mensyaratkan marhūn sebagai berikut; dapat 
diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rahīn, bisa diserahkan, tidak 
bersatu dengan harta marhun seperti pesyaratan barang dalam jual beli.
6
 
Dengan demikian praktik gadai motor berstatus sewa beli Di Dusun 
Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sepintas 
telah memenuhi syarat-syarat gadai menurut syara’ dengan adanya marhūn 
namun adakalanya praktik yang terjadi hukumnya tidak jelas, karena barang 
                                                          
6
 Adrian,Sutedi,  Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011). Hlm 37-39.  
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yang dijadikan jaminan adalah motor yang masih sewa beli atau masih ada 
tanggungan pembayaran kepada Leasing. 
Analisa selanjutnya penulis mendapat data bahwa praktik yang 
terjadi di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten 
Sukoharjo disebabkan oleh alasan pribadi yaitu penggadai (rahīn) 
melakukan praktik ini karena masalah kebutuhan hidup yang berat, karena 
penggadai (rahīn) menggangap motor tersebut mempunyai nilai ekonomis 
dan nekat menggadaikan meski motor tersebut masih dalam keadaan kredit/ 
angsuran. Dalam praktik ini pihak penerima gadai (murtahin) juga 
membutuhkan barang jaminan (marhūn) untuk sehari-hari. Menurut penulis 
hal ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena hal ini 
mengendaki tolong menolong dan menimbulkan kemaslahatan bagi 
kehidupan manusia.  
Sebagaimana firman Allah Al-Qashash ayat 77 
 َكَاتآ اَميِف ِغَت ْباَو ُهَّللا َنَسْحَأ اَمَك ْنِسْحَأَو اَي ْن ُّدلا َنِم َكَبيِصَن َسْن َت لََو ََةرِخلآا َرا َّدلا ُهَّللا
 َنيِدِسْفُمْلا ُّبُِيُ لَ َهَّللا َّنِإ ِضْرلأا فِ َداَسَفْلا ِغْب َت لََو َكَْيِلإ           
Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan.
7
 
                                                          
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 
2009), hlm. 623. 
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Mengenai barang yang dijadikan jaminan itu keadaannya masih 
dalam masa angsuran artinya pembayaran belum lunas pihak penggadai 
(murtahin) masih mempunyai tanggungan kepada pihak leasing untuk 
melunasi pembayaran agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang, 
karena dalam syarat sah gadai yang berkaitan dengan barang yang dijadikan 
jaminan (marhūn) itu salah satunya barang harus sah dan sepenuhnya miik 
penggadai serta tidak terikat dengan hak orang lain. Dari keterangan diatas 
sudah dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut belum menjadi milik sah 
penggadai, jadi barang tersebut tidak boleh dijadikan jaminan. Dilihat dari 
pemaparan bab III bahwa masyarakat menggadaikan motor yang masih 
sewa beli lantaran membutuhkan biaya-biaya mendesak karena suatu 
kebutuhan, karena hanya motor tersebut yang mudah dijadikan jaminan dan 
memiliki nilai ekonomis yang tinggi.  
Dari uraian tersebut penggadai (murtahin) tidak boleh memindah 
atau mengalihkan barang kepada orang lain sebelum lunas pembayarannya 
atau mendapatkan izin dari leasing tersebut karena hal itu sesuai dengan 
perjanjian antara penggadai (murtahin) dan pihak leasing, tetapi pada 
kenyataannya yang menggadaikan motor sewa beli tidak mendapatkan izin 
dari pihak leasing karena biasanya praktik gadai ini dilakukan tanpa 
sepengetahuan pihak leasing. oleh karena itu praktik gadai seperti itu tidak 
diperbolehkan menurut fiqih muamalah pada syarat gadai karena pihak 
penggadai melanggar kesepakatan terhadap pihak leasing, dan praktik 
seperti ini banyak mudharatnya dari pada kemaslahatannya bagi penggadai 
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(rahīn), pemegang gadai (murtahin) serta leasing karena barang tersebut 
belum jadi kepemilikan dari penggadai.   
C.  Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Di Dusun Ngenden 
Ditinjau Dari Pemanfaatan Barang 
 Pemanfaatan barang jaminan (marhūn) pada dasarnya tidak boleh 
diambil manfaatnya, baik oleh pemilik maupun penerima gadai (murtahin) 
hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan 
amanat bagi penerimannya
8
. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan 
meminjamin hutang bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Namun 
apabila mendapat izin dari pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut 
boleh dimanfaatkan.  
Hadis yang diriwayatkan Jamaah dari Abu Hurairah r.a. dari Rasullulah 
SAW,. Beliau bersabda:  
 َناَك اَذِإ ِهِتَقَف َِنب ُبَْكر ُي ُرْهَّظلا   َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر  َلَاق   ََةر ْيَرُه بَِأ  نع ,ًانوُهْرَم  
 َرْشُي  رَّدلا َُبََلَو ُةَقَفَّ نلا ُبَرْشَيَو ُبَْكر َي يِذَّلا ىَلَعَو ,ًانوُهْرَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَف َِنب ُب  
“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan 
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat 
diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang 
menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan 
biaya perawatan dan pemeliharaan”. 9 
Memanfaatkan barang gadai itu tidak diperbolehkan, maka barang 
gadaian berupa kendaraan bermotor, mobil, atau tanah misalnya, tanpa 
                                                          
8
 Muhammad sholikul hadi, pegadaian syariah, (jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm 
54.  
9
 Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Fikih Mu’amalah Maliyah. (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media 2017). Hlm 218 
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seizin pemilik barang, kedua belah pihak tidak berhak menggunakan barang 
gadaian itu. Oleh karena itu, diusahakan agar dalam perjanjian gadai 
tercantum ketentuan jika penggadai meminta diizinkan memanfaatkan 
barang gadai, maka hasilnya menjadai milik bersama. Ketentuan itu 
dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubadzir. 
10
   Adapun pemanfaatan barang menurut empat madzab  
a. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa rahīn lah yang mempunyai 
hak atas manfaat marhūn meskipun marhūn itu tidak ada dibawah 
kekuasaan murtahin. Kekuasaaan murtahin atas marhūn tidak 
hilang, kecuali ketika pengambilan manfaat atas marhūn tersebut.  
b. Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari marhūn dan segala sesuatu 
yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak rahīn. Hasil 
gadaian itu adalah bagi rahīn. Selama murtahin tidak mensyaratkan. 
Apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil marhūn itu untuknya.  
c. Ulama Hanabillah berpendapat lebih memperhatikan marhūn itu 
sendiri, yaitu apabila hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan 
pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau 
ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi. 
Jadi pihak murtahin dapat mengambil manfaat marhūn tersebut 
dengan menunggangi dan memerah susunya tanpa seizin yang 
menggadaikan.  
                                                          
10
  Ibid..hlm. 54  
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d. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara 
pemanfaatan marhūn yang mengakibatkan kurangnya harga atau 
tidak, maka apabila rahīn memberi izin, maka murtahin sah 
mengambil manfaat dari marhūn oleh rahīn11 
Dalam praktiknya pengambilan manfaat yang terjadi Di Dusun 
Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ini tidak 
sejalan dengan aturan Muamalah mengenai gadai, karena adanya 
pemanfaatan yang terjadi dengan cara pemakaian untuk kebutuhan si 
pemegang gadai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemakaian sepeda 
motor yang dijadikan sebagai barang jaminan tentu akan membuat kondisi 
motor tersebut tidak sesuai seperti semula pada saat diserah terimakan. 
karena adanya pemakaian yang melebihi batas kewajaran, walaupun motor 
yang dijadikan barang jaminan utang dimanfaatkan oleh penerima gadai 
dengan seizin pihak penggadai.  
Selanjutnya permasalahan yang timbul dari praktik gadai dengan 
jaminan motor berstatus sewa beli. Dalam setiap perjanjian atau akad bukan 
berarti tidak mengandung resiko, termasuk juga di dalam perjanjian gadai. 
Hak-hak masing-masing harus tetap dijaga dan dijunjung tinggi agar tidak 
ada pihak yang dirugikan atau ditipu antara pihak yang satu dengan pihak 
                                                          
 
11
 Adrian,Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 41-44.  
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lainnya. Untuk itu barang yang dijadikan jaminan haruslah benar-benar 
dijaga agar tidak sampai rusak atau resiko kehilangan. 
12
 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka ulama Hanafiyah dan 
Hanabilah menyatakan penerima gadai boleh memanfaatkan barang 
miliknya yang menjadi jaminan. Jika diizinkan oleh  rahīn mereka 
berprinsip bahwa segala resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab 
orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasullulah 
Saw.
13
 
Kemudian apabila risikonya itu berkenaan dengan ketidakmampuan 
pihak penggadai untuk melunasi barangnya, maka pihak penerima gadai 
mempunyai hak untuk menjualnya, masalahnya disini dalam praktik Di 
Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ini 
apabila penggadai tidak bisa melunasi atau menebus barang jaminannya. 
Maka pemegang gadai tidak bisa menjual barang jaminan tersebut sesuai 
dengan aturan hukumnya, sebab barang itu masih dalam masa angsuran dari 
pihak leasing dari data yang sudah didapat oleh penulis barang itu boleh 
dijual asal pembayaran angsuran sudah dilunasi oleh penggadai, dengan 
demikian pemegang gadai haruslah rela menunggu pengadai melunasi 
cicilannya, baru bisa menjual barang tersebut. 
                                                          
12 Hendi Suhendi, fiqih muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 109. 
13
 Muhammad sholikul hadi, pegadaian syariah, (jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm 
76-78.   
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Dari analisis yang telah penulis bahas, praktik gadai seperti ini tidak sah, 
sebab banyak sekali syarat dari gadai tidak terpenuhi mulai dari rukun dan 
syaratnya gadai dan mudharatnya juga sangat banyak untuk semua pihak dari 
pada manfaat yang didapat. Oleh sebab itu ada baiknya praktik seperti ini tidak 
dilakukan, agar tidak ada yang dirugikan  dan terciptalah kemaslahatan antar umat 
secara baik.  
Dalam praktik gadai berstatus sewa beli di Dusun Ngenden Desa Banaran 
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo praktik gadai yang dilakukan antara 
Rahīn dan Murtahin tidak tambahan nilai uang (bunga) dalam perjanjian ini dan 
hanya dilakukan atas dasar saling tolon menolong namun akan tetapi praktik 
menjadi tidak jelas hukumnya karena barang jaminan Marhūn disini bukan milik 
sah Rahīn karena masih terikat perjanjian dengan Leasing.  
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BAB V 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan maka dapat disimpulkan beberapa hal  
dari penelitian adalah sebagai berikut : 
A. Kesimpulan  
1. Praktik Gadai Motor Berstatus Sewa Beli Di Dusun Ngenden Desa Banaran  
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo pada praktiknya penggadai (rahīn) 
mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam uang guna memenuhi 
kebutuhan hidup keluarga, untuk membayar angsuran barang gadai (motor) 
yang belum lunas, untuk kebutuhan biaya anak sekolah dengan menyerahkan 
barang jaminan berupa motor sewa beli, sedangkan motor yang dijadikan 
jaminan tersebut masih ada perjanjian dengan pihak leasing yaitu pembayaran 
sampai lunas  
2. Ditinjau dari Fiqih Muamalah praktik gadai dengan jaminan motor berstatus 
sewa beli di Dusun Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten 
Sukoharjo tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum Fiqih Muamalah 
dari syarat marhūn tidak terpenuhi yaitu marhūn harus milik si penggadai 
(rahīn) ini disebabkan oleh motor yang masih berstatus sewa beli, karena 
motor ini belum milik penggadai. Oleh sebab itu disini penggadai hanya 
berkedudukan sebagai penyewa saja. Praktik ini banyak mudharatnya dari 
pada manfaatnya bagi kedua belah pihak.  
B. Saran- saran  
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Berkaitan dengan masalah diatas permasalahan di atas, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut:  
1. Diharap praktik gadai dengan jaminan motor berstatus sewa beli Di Dusun 
Ngenden Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo lebih baik tidak 
dilakukan karena praktik seperti ini banyak mengandung banyak mudharatnya 
dan praktik akadnya tidak sah menurut syara’.  
2. Bagi penerima gadai (murtahin) sepeda motor yang dijadikan jaminann (marhūn) 
adalah suatu amanat yang diberikan oleh penggadai (rahīn). walau pihak 
penggadai memberi izin untuk memanfatkannya pihak (murtahin) harusnya juga 
menjaga barang dengan baik agar tidak ada yang dirugikan.  
3. Bagi masyarakat (rahīn) memenuhi dahulu pembayaran di pihak leasing sehingga 
tidak timbul perselisihan antar pemegang gadai (murtahin)  
4. Dalam praktik ini selain dengan saling percaya dan tolong menolong hendaknya 
diberi perjanjian yang jelas dibuatkan perjanjian secara otentik agar tidak ada 
perselisihan di kemudian hari.  
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Wawancara  
Wawancara dengan Bapak Danang, Murtahin, Tanggal 1 Maret 2019 pukul 16.00 WIB 
Wawancara dengan Ibu Ayuk, Rahin, Tanggal 3 Maret 2019 pukul 11.00 WIB 
Wawancara dengan Bapak Agus, Rahin, Tanggal 4 Maret 2019 pukul 16.00 WIB 
Wawancara dengan Ibu Eni, Rahin, Tanggal 7 Maret 2019 pukul 18.00 WIB 
Waancara dengan Mas Anton, Rahin, Tanggal 8 Februari 2019 pukul 17.00 WIB 
Wawancara dengan Bapak Sariyanto, Rahin, Tanggal 27 Februari 2019 pukul 18.30 WIB  
Wawancara dengan Bapak Hananto, Leasing, Tanggal 27 Februari pukul 11.00 WIB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Daftar riwayat wawancara pada pihak murtahin 
1. Siapa Nama Anda ?  
2. Berapa Usia Anda ? 
3. Berapa lama waktu Gadai? 
4. Bagaimana praktik gadai yang dilakukan ? 
5. Kenapa anda melakukan gadai seperti ini ? 
6. Apakah motor di manfaatkan oleh anda ? 
7. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan penggadai ? 
8. Bagaimana Proses gadai berlangsung ?  
9. Apa hak dan kewajiban para pihak ? 
10. Apakah praktik dilakukan dengan perjanjian? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar pertanyaan wawancara pihak rahīn 
1. Siapa nama anda ? 
2. Di mana alamat anda ? 
3. Apa pekerjaan anda ? 
4. Berapa usia anda ? 
5. Berapa uang yang anda pinjam ? 
6. Kenapa menjaminkan motor sewa beli ? 
7. Apa faktor yang mendorong menggadaikan motor ?  
8. Bagaimana praktik gadai yang dilakukan ? 
9. Apa menggunakan perantara?  
10. Apa ada perjanjian tertulis ? 
11. Apa kewajiban para pihak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto wawancara pihak penerima gadai Murtahin 
 
 
Foto wawancara pihak penggadai Rahin  
 
  
 
 
 
           
Foto wawancara pihak Leasing 
    
 
Barang jaminan (Marhūn) 
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